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WALIKOTA PRABUMULIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR %fg— TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARDISASI PERJALANAN DINAS BA
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAEK TETAP CAN PIHA}
LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES2.
WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a.  bahwa sesuai dengan ketentuar Pasal 3 ayat (1) Peratura:
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stanclar Harg
Satuan Regionel, Kepala Daerah menetapkan Peraturar
Kepala Daerah tentang standar perjalanan dinas clalam dar
luar negeri berpadoman pada standar harga satuan regiona
dengan  memperhatikan prinsip  efisiensi, efektivitas
kepatutan, dan kewajaran;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuc
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Waliko:a tentang
Perubahan kedua atas Peraturaa Walikota Nomor 2 Tahur
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standardisas:
Perjalanan Dinas Bagi Pejakat Deerah, Aparatur Sipil Negara,
Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan
Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 teritang Pembentukan
Kota Prabumulih (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teritang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebegaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 20.5 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar S679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahur. 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomer 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintzh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Ncmor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

6  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lemharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoncsie. Nomor
119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Takun 2020
Nomor 976);

9. Peraturan Daeratk Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);

10 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Prabumulih (Lembaran Daerah Koia Praburnulih Tahun 2016
Nomor 9), sebagaimana telah diubah cengan Peraturan
Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8
Tahun 2016 tentzng Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARDISASI PERJALANAN
DINAS BAG! PEJABAT DAERAE, APARATUR SIPIL NEGARA,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2021,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standardisasi Perjalanan
Dinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawzi Tidak
Tetap dan Pihak Lammnya di Lingkungan Pemerintah Kota
Prabumulih Tahun Anggaran  2021. (Berite. Daeral Kota
Prabumulih Tahun 2021 Nomor 2) ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf g Pasal 8 ciubah dan ditambah huruf i
sehingga pasal 8 berbunyi scbagai berikut ;



Seatuan biava tiket pesawar perjalanan dinas dalam negeri adalah
Satuan biava untuk pembelian tiket pesawat tdara pergi pulang

} dari bandara Kota Palembang ke bandara Kota tujuan atay
sebaliknya. Besaran stander biaya tiket pesawat perjalanan dinas
dalam negeri sesuai dengan lampiran IV Peraturan Walikota ini.
Pembiayaan tiket pesawat perjalenan dinas dalam negeri dapat
dilaksanakan melebih: besaran  standar biaya tiket pesawat
perjalanan dinas dalam negeri dalam lampiran IV, sepanjang
didukung dengan buki pengeluaran riil (pembiayaan secara at
cost). Perjalanan dinas dalam negeri yeng menggunakan pesawat
udara diatur sebagai berikur:

a. Kelas Bisnis :
1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Pimpinan DPRD
4. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota

b. Kelas Ekonomj -

Sekretaris Daerah dan Asisten I, Il dan 111

Anggota DPRD.

Kepala Dinas, Badan, Sekwan, Inspektorat, Bagian,
Direktur Perusahaan

Semua Pejabat Eselon ]

Semua Pejabat Eselon IV,

Pihak Lainnya yang termasuk delam Peraturan Walikota ini
dengan persetujuan Walikota/ Wakil Wali

€. Perjalanan Dinas luar hegeri dengan lama perjelanan melebihi
3 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk transit),

d. Xhusus Pegawal / Pegawai Ticlak Tetap/Pitak Lainnya
dapat menggunakan pesawat udara bila :

L. bertugas mendampingi pejabat tersebut pada huruf a dan b
ditugaskan secara khusus/ kurir dengan mendapatkan
persetwyjuan Walikota / Wakil Walikota atan Perangkat
Daerah yang bersangkutan.

2. mengikutj Diklat/ Pelatihan.

<. berkenaan / sesuai dengan tupoksi bersangkutan,
disertai dengan surat keterangan P2,

€. standar dan biaya perjalanan dinas dalam bentuk angkutan

darat ke kota-kota diluar Provinsi disesuaikan dengan tarif

yang berlaku dan dibayarkan secara riil.
untuk biaya BBM, karcis tol dan biaya penyeberengan
Pzlabuhan perjalanan diras menggunakan kendaraan dinas
d bayarkan secara riil (at cost) dengan melampirkan bukti
pengeluaran riil yang resmi dan sah yang dikeluarkan oleh
instansi resmi.

8. untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, karcis to] dan hiaya
penyeberangan Pelabuhan dapat dirembes apajila ada bukti
pengeluaran rii yang resmi dan sah.
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h  biaya tes PCR/repid  antigen/swab  dalam rangka
melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan secara rif
(pembiayaan secara at cost).

i.  penggantian BBM kerdaraan diberikan sesuai Jjarak tempuh
dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Ketentuan BBM kendaraan Pimpinan den Anggota DPRD
tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku peda tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatanrya dalam Beritas
Daerah Kota Prabumul h.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 3¢ Nopewper- 2021
WALIKOTA PRABUMULIH,
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Diundangkan di Prabumulih \
pada tanggal % Nopember 2021 \

SEKRETARIS DAERAH
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" BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR 33



Lampiran XIV  Peraturan Walikota Prabumulih

Nomor : 3‘{ Tahun 2021

Tentang Perubanan kedua atas Peraturar
Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pstunjuk Pelassanaan dan

Standardisasi Perjalanan Dinas bag
Pejsbat  Daerah, ASN, Pegawai Tidak

Tetep dan Piha< Lainnya di Lingkungan
Perrerintah  Kota Prabumulih  Tahun
Angegaran 2021

SATUAN TERTINGGI PENGGANTIAN BIAYA BBM KENDARAAN DINAS PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK

LAINNYA
! ! T Perkaraan Besaran Uang vang diberikan Besaran Uang yang diberikan
; Jarak untuk NON Kendaraan BUS untuk Kendaraan BUS
T v o | — B Y e
No. ASAL TUJUAN Tewpuh | Jumlah | Kendaraan | Kerdaraan | Jumlah | Kendarean | Kendara
{0 lkmy Liter |  Mesin Mesin Non Liver Mesin Mesin Nc
; (PF} | Diesel (P?) | Diesel (PP) (FP} Diesel (PP) Diesel
; (PP}) _
1 2 3 q 5 5 7 g F) 10
1. | PRABUMULIE | PROVING NANGOROE RS BEY 7 704,000 762,000 1254 15,308,000 14,124,001
ACEH DARUSALAM ;
2. | PRABUMULIH | PROVINS SUMATERA 1475 Gz 5,904,000 5,512,000 93 11,796,000 10,813,001
UTARA
3. PRADUMULIH PROVING SUTMATERA 53 i34 3.048,000 2,094,500 S50 6,108,000 5,599,00C
BARAT e
4, | PRABUMULTH | PROVING RIAU 812 o 32520607 | 2.081,000 57 6,492,000 5,951,000
5, | PRABUMULIE | PROVING JAMB! 338 i3 356000 1.293,000 25 TTI700,000 2,375,000
6. | PRABUMULHI | PROVINS DENGKULU a0 §7 1,054,000 957,000 UBaT [ 2,088,000 1.914,000
7. | PRABUMULIH | PROVINS [AMPUNG 56+ [N 2,256,000 2,068,000 36 4,512,002 4,136,000
8, | PRABUMULIH | PROVING BANGRA 390 30 1,560,000 1.430,000 20 3,120,003 2,860,000
BELITUN
9. PRABUMULIH DT JAKAKTA 708 RRS 2 R,’,Z})(?ﬁ i 2, 192 5,604,000 5,192,000
10. | PRABUMULIH | PROVINS BANTEN 643 e 256,000 2. a9 5,148,009 4,719,000
11. | PRABUMULIE | PROVINS JAWA DARAT #35 5 320,060 33 530 6,840.00) 6,270,000
12, | PRABUMULIH | PROVINS JAWA TENGAT e +596,000 &, 73 4,180,007 8,415,000
13. | PRABUMULIH | DAERAH STIMEWA 1368 B T6.000 1,653,000 B3 10,145,000 9,295,000
FUGYARARTA - | ~
14, | PRABUMULIH | PROVINS! JAWA TR 1591 o7 5,363,000 15367 ,000 5 11,928,000 10,933,000
Ditetapkan di Prabumulih
‘pada tanggal 30 Nopenier 2021
WAUK%’V PRABUMULIH,
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3.
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Untuk Daerali Tujuan diluar tabel diatas disesuaikan dengan perhitungan arak
Tempuh (KM)

Untuk Kendaraan Mesin Liesel Non Bus diberikan sebesar Rp.12.000/lter,'6kin
Untuk Kendaraan Mesin Non Diesel Non Bus diberikan sehesar

Rp.11.000/ liter /6km

- Untuk Kendaraan Mesin Diesel BUS diberikan schesar Rp 12.000/liter / 3kna
- Untuk Kendaraan Mesin Non Diesel Bus diberikan sebesar Rp.11.000/liter, 3km



